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PUTUSAN
Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara:
XXX, Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;
melawan

XXX Selanjutnya disebut sebagai: “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2020
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mimika pada tanggal 24 November 2020 dengan Nomor
153/Pdt.G/2020/PA.Mmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama XXX tertanggal 13 Juni 2009;

2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat
berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX
sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang
anak masing-masing bernama:

a. XXX

b. XXX
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5. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2014, kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan
antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga
yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak memberikan
nafkah;

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi sejak akhir 2014, yang akibatnya antara Penggugat
dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman
bersama adalah Suami;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada

Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Mimika untuk menunjuk Majelis Hakim

guna memeriksa dan mememutus perkara ini dengan amar putusan sebagai

berikut:
MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat
(XXX);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex Aquo et bono).
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Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
hadir menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir
sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) nomor
153/Pdt.G/2020/PA.Mmk tanggal 24 November 2020, tanggal 2 Desember 2020
dan 8 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, sedangkan
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar
bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat masih tetap
pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatan dan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan
surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang diubah
oleh Penggugat dalam posita nomor 3 menjadi Bahwa setelah menikah
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX sebagai tempat kediaman
bersama terakhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka sidang Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor XXX, bermaterai cukup, sesuai
dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili nomor XXX, bermaterai cukup, diberi paraf
dan tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, bermeterai cukup, sesuai

dengan aslinya, diberi paraf, diberi tanggal dan diberi tanda P.3;
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4. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian ljin Perceraian Nomor XXX sesuai

dengan aslinya, diberi paraf, diberi tanggal dan diberi tanda P.4;

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat
tidak menyampaikan tanggapan karena Tergugat tidak hadir menghadap di
persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan;
B. Saksi-Saksi

1. XXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di
XXX pada tahun 2009;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di XXX;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX;

- Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negala (ASN) di XXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berdomisili di XXX;

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
sejak tahun 2014 sering ada perselisihan;

- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2014;

- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tinggal di XXX dan Tergugat di
XXX;

- Bahwa Saksi dan orang dekat Penggugat telah memberikan nasihat dan

berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
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2. XXXdi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di
XXX pada tahun 2009;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di XXX;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX;

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
sejak tahun 2013 sering ada perselisihan;

- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2014;
- Bahwa ketika pisah rumah pada tahun 2014 Tergugat mengembalikan
Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXX dan Tergugat tinggal di XXX;
- Bahwa Saksi dan orang dekat Penggugat telah memberikan nasihat dan
berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat
tidak menyampaikan tanggapan karena tidak hadir menghadap di muka sidang
walupun telah dipanggil secara resmi dan patut;
Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon
putusan;
Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara
persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan

ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka
sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula tidak ternyata
bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai
ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak
hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juni 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang
mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan
secara islami dan dikuatkan dengan alat bukti P.3, maka perkara ini merupakan
kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya
(vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan dikuatkan dengan alat
bukti P.1, P.2 dan keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika, maka perkara ini secara
relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mimika untuk

memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
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Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal Pasal 33 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya mendorong
perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan
melanjutkan hubungan suami istri dengan Tergugat, akan tetapi upaya
perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penggugat sebagai Pegawai Negeri
Sipil, Penggugat di muka sidang telah mengajukan fotokopi Surat Keputusan
Pemberian ljin Perceraian Penggugat dari atasan yang telah dinazegelen dan
bermaterai cukup (bukti P.4), maka sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim dapat melanjutkan
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah
menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2009 dan ikatan perkawinan
tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian
Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg Majelis Hakim
telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar
kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Tergugat, akan tetapi
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak
hadiran Tergugat tidak didasari oleh alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat
dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di
depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara

ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat;
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Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya
yaitu Tergugat melakukan tidak memberikan nafkah sejak awal tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan
setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat
telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam
persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka
sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah
dan undang—-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian
karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun
bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan—kebohongan
besar dalam hal perceraian, maka dalam perceraian tetap diwajibkan kepada
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat
dianggap telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.1
yang merupakan Surat Keterangan Domisili adalah akta yang dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk untuk itu maka bukti P.1 memiliki nilai kekuatan pembuktian
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan
Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, bukti surat membuktikan bahwa
Penggugat adalah penduduk Kelurahan XXX Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah benar-benar penduduk

Kelurahan Wonosari jaya Kabupaten Mimika, sehingga bukti tersebut telah
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memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan
Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.2
yang merupakan Surat Keterangan Domisili adalah akta yang dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk untuk itu maka bukti P.2 memiliki nilai kekuatan pembuktian
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan
Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, bukti surat membuktikan bahwa
Tergugat adalah penduduk Kelurahan XXX Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat adalah benar-benar penduduk
Kelurahan Koperapoka Kabupaten Mimika, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan
Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.3
yang merupakan Kutipan Akta Nikah memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna
dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285
R.Bg jo Pasal 1870, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat
yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, sehingga bukti tersebut telah memenubhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285
R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3 tersebut maka telah terbukti

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah secara Islam;
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Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.4
yang merupakan Surat Keputusan Pemberian ljin Perceraian adalah akta yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk itu maka bukti P.4 memiliki nilai
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht)
sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, bukti surat
membuktikan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di XXX dan telah
mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dengan suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keputusan Pemberian ljin
Perceraian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat yang
merupakan Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan ijin untuk melakukan
perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil
gugatan Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil
gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta Saksi 1
dan Saksi 2 terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

- Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan
Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat sejak awal tahun 2014;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun
2014 dan tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah mengupayakan damai dan
memberikan nasihatr namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba’in sughraa Tergugat atas
Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, di mana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam
(KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal—-pasal tersebut terdapat beberapa
unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun
cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
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- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur—unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta—fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
dipandang telah memenuhi unsur—unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah-tangga yang disebabkan oleh Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan tersebut antara
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun hingga
sekarang dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar dapat kembali
rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan
demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan
menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan
dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian
unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga
menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat
dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur—unsur terjadinya
perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut
diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret 1997

yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami istri terjadi perselisihan dan
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terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan
perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Terggugat yang
demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana
dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal
1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud,
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan
baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam
hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih
ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fighiyah yaitu:

lagazl Jiad 0l o o, les b3l

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka
harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas lex
spesialis drogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus
dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum
amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu satu ba’in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat
(XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa
tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir
1442 Hijriyah, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Ahmad
Zubaidi, S.H.I, dan Fahmi Arif, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim anggota yang
sama dan Kuat Maryoto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ahmad Zubaidi, S.H.I Fahmi Arif, SH

Panitera Pengganti

Kuat Maryoto, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
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3. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan y Rp. 320.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya materai : Rp. 6.000.00
Jumlah Rp. 436.000,00

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah )
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